BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakanya evaluasi terhadap
tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
melalui seleksi terbuka dan kompetitif di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan sebagai pedoman
guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi
terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian
dengan mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi
Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang



Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

7. Peraturan ....



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri SIpil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

Peraturan Menteri Pendayagiunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara
Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 835);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
di Lingkungan Instansi Daerah;

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 64 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasall ....



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor
64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 64), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Persyaratan Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
memimpin Sekretariat Daerah meliputi:

a. berstatus sebagai PNS;

b.telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan eselon II.b)
paling singkat 2 (dua) tahun;

c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

d.memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi
jabatan yang ditetapkan,;

e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada
saat pelantikan;

g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h.surat persetujuan dari atasan langsung bagi PNS

Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK bagi PNS
dari luar Pemerintah Daerah;

i. telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak
tahun terakhir dan laporan harta kekayaan penyelenggara
negara/laporan harta kekayaan ASN;

j. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi
calon pada jabatan yang dilamar;

k.sehat jasmani dan rohani; dan
1. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik.

2. Ketentuan....



2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

Persyaratan JPT Pratama setara eselon II.b meliputi:

a.

berstatus sebagai PNS;

sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator
(setara eselon IIl.a) paling singkat 2 (dua) tahun, setara
eselon III.b paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Jabatan
Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua)
tahun;

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana
atau diploma IV;

memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi
jabatan yang ditetapkan;

memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang
terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada
saat pelantikan;

semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang

harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

mendapatkan surat persetujuan dari atasan langsung
bagi PNS Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK
bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;

menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi
pelamar pada jabatan yang dilamar;

telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak
tahun terakhir dan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;

sehat jasmani dan rohani; dan

memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas
yang baik.

3. ketentuan ....



3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

a.

surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar
bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;

fotokopi semua keputusan pengangkatan dalam JPT
Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta
seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi
semua keputusan pengangkatan dalam Jabatan
Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi
peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah,;

fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan
jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama
selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat
fungsional;

fotokopi ijazah sarjana/diploma IV dan ijazah terakhir
yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
fotokopi sasaran kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun
terakhir;

surat persetujuan dari atasan langsung bagi PNS

Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK bagi
PNS dari luar Pemerintah Daerah;

daftar riwayat hidup;

pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwama, latar
belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;

fotokopi laporan harta kekayaan penyelenggara
negara/laporan harta kekayaan ASN; dan

pakta integritas yang menunjukkan persyaratan
integritas.

Pasal Il ....



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 februari 2022

OHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 febuar: 2022

SEKRETARIS DAERAH
UPATEN BOYOLALI,

ITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 1%

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009




